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Menindaklanjuti  Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-363/D3/04/2020 tentang Penyampaian
Laporan Triwulan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko pada Perwakilan BPKP, dengan ini kami
sampaikan Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dan Penerapan Manajemen
Risiko pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Triwulan | Tahun 2020, dengan

uraian sebagai berikut:

A. Analisis Capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Penerapan
Manajemen Risiko pada Pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara

1. Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Jumlah pemerintah daerah yang berada di bawah pembinaan Perwakilan

BPKP Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak sebelas pemerintah daerah.

a. Kumulatif jumlah pemerintah daerah yang ditargetkan minimal mencapai
maturitas penyelenggaraan SPIP level 3 tahun 2020 pada Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak empat pemerintah daerah.
Capaian level 3 per tanggal 31 Desember 2019 sebanyak tiga pemerintah
daerah.

b. Berdasarkan pembinaan yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020, enam pemerintah daerah telah
menetapkan target maturitas penyelenggaraan SPIP level 3 sebagai IKU
dan lima pemerintah daerah belum menetapkan maturitas

penyelenggaraan SPIP level 3 sebagai IKU.



c. Capaian level maturitas penyelenggaraan SPIP pada pemda di wilayah
kerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sampal dengan triwulan |
tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Sebanyak tiga pemerintah daerah telah mencapai level 3 berdasarkan
hasil penjaminan kualitas sesuai SP deputi, yaitu:
a) Provinsi Maluku Utara;
b) Kabupaten Halmahera Utara;
c) Kota Tidore Kepulauan.
2) Sebanyak delapan pemerintah dasrah masih mencapai level 2, yaitu:
a) Kota Ternate;
b) Kabupaten Halmahera Barat;
c) Kabupaten Halmahera Selatan;
d) Kabupaten Halmahera Timur,;
e) Kabupaten Halmahera Tengah;
f) Kabupaten Pulau Morotai;
g) Kabupaten Kepulauan Sula;
h) Kabupaten Pulau Taliabu.
Perincian level maturitas penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada
Lampiran 1 dan perincian capaian skor per sub unsur SPIP dapat dilihat
pada Lampiran 2.

Hambatan belum tercapainya target maturitas penyelenggaraan SPIP,

antara lain:

1) Kurangnya pemahaman pimpinan pemerintah daerah dalam
mengimplementasikan identifikasi risiko dan analisis risiko terkait
dengan perencanaan pengawasan;

2) Kurangnya dukungan pimpinan pemerintah daerah terkait dengan
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP;

3) Kurangnya pemahaman pegawai pemerintah daerah dalam rangka
mewujudkan pengendalian intern yang baik.

Tantangan atas capalan maturitas penyelenggaraan SPIP dalam menuju
level 3 disebabkan belum terpenuhinya parameter level 3 per sub unsur
(terdapat AOI atas sub unsur). Berdasarkan hasil analisis, secara umum
terdapat beberapa sub unsur yang memillki skor rendah pada rata-rata




pemerintah daerah di bawah pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi

Maluku Utara, yaitu:

1) Penegakan integritas dan etika;

2) Komitmen terhadap kompetensi;

3) Kepemimpinan yang kondusif;

4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
SDM,;

5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab;

6) Perwujudan peran APIP yang efektif;

7) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait;

8) Analisis risiko;

9) Reviu atas kinerja instansi pemerintah;

10) Pembinaan SDM;

11) Pengendalian fisik atas aset;

12) Akuntabilitas pencatatan dan sumber daya;

13) Dokumentasi yang baik atas SP| serta transaksi atas kejadian penting;

14) Komunikasi efektif;

15) Pemantauan berkelanjutan;

16) Evaluasi terpisah.

Secara umum, hal ini disebabkan:

1) Bukti dokumen pelaksanaan SPIP belum lengkap;

2) Belum adanya kebijakan tentang standar kompetensi jabatan dan pola
pengembangan karir SDM;

3) Belum adanya pedoman audit yang mendukung pelaksanaan
penugasan serta pedoman penyusunan PKPT berbasis risiko;

4) Belum adanya bukti dokumen pendukung tindak lanjut temuan;

5) Belum melakukan analisis risiko terhadap risiko yang telah
diidentifikasi.

Analisis skor hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tiap
pemerintah daerah dan strategi yang dilaksanakan, dapat dilihat pada
Lampiran 3a dan 3b.




2. Penerapan Manajemen Risiko

a. Terdapat satu Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditargetkan minimal
mencapai manajemen risiko indeks level 3 tahun 2020 pada Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara.

b. Berdasarkan pembinaan yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020, tidak terdapat pemerintah daerah
yang menetapkan target manajemen risiko indeks level 3 sebagai IKU.

c. Penerapan Manajemen Risiko:

1) Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah

2)

3)

Jumlah pemerintah daerah di bawah pembinaan Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara yang telah menetapkan kebijakan penilaian
risiko sebanyak sembilan pemerintah daerah dan dua pemerintah
daerah belum menetapkan kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan
kurangnya dukungan pimpinan terkait dengan penyusunan kebijakan
manajemen risiko pemerintah daerah.

Penetapan Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Daerah

Seluruh pemerintah daerah di bawah pembinaan Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara belum menetapkan struktur
pengelolaan/manajemen/penilaian  risiko. Hal ini  disebabkan
kurangnya dukungan pimpinan terkait dengan penetapan struktur
pengelola risiko pemerintah daerah.

Risk Register dan RTP Pemerintah Daerah

Jumiah pemerintah daerah di bawah Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara yang telah menyusun dan memutakhirkan risk register
dan dokumen rencana tindak pengendalian (RTP) secara berkala
sebanyak delapan pemerintah daerah dan tiga pemerintah daerah
belum menyusun risk register dan dokumen RTP. Hal ini disebabkan
kurangnya dukungan pimpinan terkait dengan penyusunan risk register
dan RTP pemerintah daerah, serta belum adanya kebijakan
manajemen risiko pemerintah daerah yang menjadi acuan dalam

pengelolaan risiko.

Perincian penerapan manajemen risiko dapat dilihat pada Lampiran §.




B. Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

1.

Rencana dan Realisasi Penugasan PKPT

Rencana penugasan pembinaan SPIP dan manajemen risiko tahun 2020 pada
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sesuai PKPT adalah sebanyak 21 PP
(sebelum revisi).

Realisasi penugasan pembinaan SPIP dan manajemen risiko pada triwulan |
tahun 2020 adalah sebanyak 2 PP.

Kumulatif realisasi penugasan pembinaan SPIP dan manajemen risiko sampai
dengan triwulan | tahun 2020 adalah sebanyak 2 PP atau 9,52% dari total
PKPT pembinaan SPIP dan manajemen risiko.

Perincian realisasi PKPT dapat dilihat pada Lampiran 6.

Anggaran dan Realisasi Penyerapan Tahun 2020

Anggaran pembinaan maturitas penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko
tahun 2020 pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara adalah sebesar
Rp236.411.700,00 (sebelum revisi).

Realisasi anggaran pembinaan maturitas penyelenggaraan SPIP dan
manajemen risiko sampai dengan triwulan | tahun 2020 sebesar
Rp17.777.000,00, atau 7,52% dibanding anggarannya. Realisasi tersebut
seluruhnya berasal dari anggaran DIPA BPKP.

Perincian rencana dan realisasi anggaran dapat dilihat pada Lampiran 7.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM pada Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang
menangani kegiatan pembinaan maturitas penyelenggaraan SPIP dan
manajemen risiko tahun 2020 adalah sebanyak 10 orang dengan jumlah HP
tersedia sebanyak 1.260 HP/tahun.

Realisasi pemakaian HP untuk kegiatan pembinaan maturitas
penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko triwulan | tahun 2020 adalah
sebanyak 56 HP dan sampai dengan triwulan | tahun 2020 sebanyak 56 HP
atau sebesar 4,44% dari HP tersedia dalam setahun.




4.

Keglatan Pembinaan

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan pembinaan kepada
pemerintah daerah berupa bimbingan teknis penilalan mandiri maturitas SPIP
dan bimbingan teknis penilaian risiko

Sampal dengan triwulan | tahun 2020, telah dilaksanakan sebanyak dua
kegiatan pembinaan pada dua pemerintah daerah dengan menggunakan SDM
sebanyak tujuh orang (sejumlah 56 HP) dan biaya sebesar Rp17.777.000,00
yang seluruhnya bersumber dari anggaran BPKP.

Perincian sumber daya keuangan, SDM, dan kegiatan pembinaan maturitas
penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko dapat dilihat pada Lampiran 7.
SDM yang menangani pembinaan maturitas penyelenggaraan SPIP dan
manajemen risiko adalah pegawal yang telah memenuhi kompetensi antara
lain diklat SPIP, diklat manajemen risiko, dan diklat PIBR sebanyak empat
orang, workshop sebanyak empat orang, serta sertifikasi profesi sebanyak
satu orang, dan yang belum memiliki kompetensi di bidang pembinaan
maturitas penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko sebanyak empat
orang, dengan perinclan pada Lampiran 8.

Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Pemerintah Daerah

Sampal dengan triwulan | tahun 2020, jumlah pemerintah daerah yang
melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan Aplikasi
e-SPIP berbasis web spip.bpkp.go.id sebanyak sembilan pemerintah daerah,
sedangkan pemerintah daerah yang belum menggunakan aplikasi tersebut
sebanyak dua pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan:

a) Belum pernah dilakukan sosialisasi terkait Aplikasi e-SPIP;

b) Keterbatasan jaringan.

Perincian pemerintah daerah yang menggunakan Aplikasi e-SPIP dan
penggunaan aplikasi lainnya dapat dilihat pada Lampiran 9.

Peluang dan Tantangan Pembinaan SPIP dan Manajemen Risiko

Peluang dalam pembinaan maturitas penyelenggaraan SPIP dan manajemen

risiko, sebagai berikut:

a. Masing-masing pemerintah daerah di lingkup kerja Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara berlomba-lomba untuk meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko;




b. Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan
penjaminan kualitas menjadi nilai tambah dalam kegiatan penilaian
indikator governance.

Tantangan yang dihadapi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, antara lain:
a. Tantangan internal, misalnya:

1)

2)

Terbatasnya anggaran pembinaan maturitas penyelenggaraan SPIP
dan manajemen risiko mengakibatkan kegiatan pembinaan tersebut
yang dilaksanakan SDM Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
secara otomatis akan terkendala sehingga proses transfer of
knowledge kepada pemerintah daerah tidak akan optimal;

Terbatasnya SDM Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang
menangani pembinaan maturitas penyelenggaraan SPIP dan
manajemen risiko menjadi kendala dalam rangka pelaksanaan
kegiatan pembinaan tersebut kepada pemerintah daerah. Sementara,
pegawai yang telah memenuhi kompetensi antara lain diklat SPIP,
diklat manajemen risiko, dan diklat PIBR sebanyak empat orang,
workshop sebanyak empat orang, serta sertifikasi profesi sebanyak
satu orang, dan yang belum memiliki kompetensi di bidang pembinaan
maturitas penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko sebanyak
empat orang sehingga masih dibutuhkan kegiatan-kegiatan diklat dan
sertifikasi bagi pegawai yang kompetensinya di bidang SPIP dan
manajemen risiko masih kurang.

b. Tantangan eksternal, misalnya:

1)

2)

3)

Kurangnya dukungan pimpinan pemerintah daerah terkait dengan
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko,
terutama dalam penunjukan setda/inspektur yang kapabel, pemberian
akses dan penyediaan sumber daya, komitmen atas penyelenggaraan
tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta penyediaan
sarana yang memadai;

Kurangnya pemahaman para pegawai dan pimpinan pemerintah
daerah, terutama dalam mengoptimalkan penggunaan/pengalokasian
sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam rangka
mewujudkan sistem pengendalian internal yang baik;

Terbatasnya jumlah dan kapabilitas SDM APIP di pemerintah daerah;




4) Kondisi geografis dan lokasi beberapa pemerintah daerah yang
tergolong kurang memadai;

5) Masih sangat terbatasnya sarana prasarana termasuk dukungan
penyediaan teknologi Informasi untuk peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP,

7. Upaya yang telah Dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Untuk mengatasi hambatan di atas, telah dilakukan upaya dalam peningkatan
maturitas penyelenggaraan SPIP dan penerapan manajemen risiko, sebagai
berikut:

a. Penyelenggaraan workshop SPIP dan manajemen risiko;
b. Pemanfaatan forum-forum pemerintah daerah dalam mempromosikan
SPIP dan manajemen risiko.

8. Strategl ke Depan

Di samping upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan di atas,

telah ditetapkan strategl dalam peningkatan maturitas penyelenggaraan

maturitas SPIP dan penerapan manajemen risiko bagi Perwakilan BPKP

Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut:

a. Penandatanganan komitmen rencana aksi peningkatan maturitas SPIP
bersama pemerintah daerah beserta hasil pemantauannya;

b. Secara berkala menyelenggarakan forum pengawasan bagi pimpinan
APIP yang didalamnya mempromosikan peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP;

Menyelenggarakan forum eksekutif pimpinan pemerintah daerah;
Mendorong target level 3 sebagai IKU pemerintah daerah;

e. Memonitor saran tindak lanjut hasil bimbingan teknis maturitas SPIP dan
manajemen rislko;

f. Melakukan QA atas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP;

g. Pembuatan infografis/video terkait SPIP.

9. Usulan Rekomendasi Strategis
Selain yang telah diuraikan di atas, terdapat usulan rekomendasi strategis
sebagai solusi alternatif dalam rangka peningkatan maturitas penyelenggaraan
SPIP dan penerapan manajemen risiko, sebagai berikut:
a. Melakukan koordinasi yang intensif dengan jajaran pemerintah daerah
untuk mendorong tercapainya penyelenggaraan SPIP level 3;




b. Meningkatkan intensitas bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP untuk
penyusunan desain penyelenggaraan SPIP.

c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat perkada yang mengatur
kewajiban setiap SKPD/OPD untuk menyusun Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) SPIP yang didalamnya memuat juga mengenai
pelaksanaan Manajemen Risiko.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak

Deputi, diucapkan terima kasih.
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Lampiran 1

Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP s.d. Triwulan | Tahun 2020
Pada Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Memiliki IKU Quality Assurance (QA) Akhir
Target Level 3 Self Assessment (SA) terakhir {balk kedeputlan/perwakilan BPKP atau setelah No. & T ISP K
yang No. & tanggal Laporan | o> '2nggal St Ke
No Nama K/L/D q_.mn”,_, Seceantin QA berjenjang bagi Perwakilan BPKP) gL oh_..wwo ol Pemda (balk SP Ket.
2020 dalam No.La 5 | |capaian o T | | Capaian Pwi/Deputi)
Dokumen 0. Laporan SA Tangga aval o. Laporan QA angga Cave)
(1) T @ 3) (@) 6) @) @) @) (10) 1) (12) (13) (14)
1 |Provinsi Maluku Utara 5 Ya 700/107.1/Insp.PIMU/2019 |15-11-2019 | 3.0830|LAP-466/PW33/3/2019 3.0000
31/12/2019 SP-2563/D3/04/2019
2 _|Kabupaten Halmahera Selatan | 3 Ya 700/001/lap-Penilaian 12-09-2018 | 3.4450|LAP-329/PW33/3/2018_|19/09/2018 | 2.8130 SP-480/D3/02/2019
3 |Kabupaten Halmahera Utara 3 Ya 700/70/Inspektorat/2019  [17/07/2019 | 3.1130|LAP-314/PW33/3/2019 |02/1072019| 3.0000 %ﬂ%%a%wwﬂmhwo_w SP-1585/D3/04/2019
4__|Kabupaten Halmahera Timur 2 Tidak __ |141/700/x/2018 25/10/2018 | 3.1580|LAP-123/PW33/3/2019 |29/04/2019] 2.7900 SP-280/D3/02/2018
5 _|Kabupaten Halmahera Barat 3 Ya 500/539-IT.KIX/2018 24/10/2018 | _3.0750|LAP-95/PW33/3/2019 _ |09/04/2019| 2.9780 SP-280/D3/02/2018
6 _|Kabupaten Halmahera Tengah | 2 Tidak LBA-424/PW33/3/2017 |29/12/2017 | 2.0440
7__|Kabupaten Kepulauan Sula 2 Tidak___|700/001/LPM/SPIP/2018__ |23/10/2018 | 3.2780|LAP-121/PW33/3/2019 |29/04/2019| 2.4670 SP-280/D3/02/2018
8 |Kabupaten Pulau Morotai 2 Tidak ___|700/167/Inspek-PM/2018__|18/09/2018 | _3.1430|LAP-96/PW33/3/2019 _ |09/04/2019 | 2.6900 SP-480/D3/02/2019
9 |Kabupaten Pulau Taliabu 2 Tidak LBA-425/PW33/3/2017 |29/12/2017 | 2.2640
10 [Kota Tidore Kepulauan 3 Ya LAP-700.04/81/03/2019 | 13/08/2019| 3.0375|LAP-400/PW33/3/2019 [28/11/2019| 3.0000 Wﬂmmmmﬁwumwm%a SP-2288/D3/04/2019
11_|Kola Ternate 3 Ya 700.04/43-Insp k2019 06/12/2019 | _3.1500|LHR-461/PW33/3/2019 |27/12/2019]| 3.1500
Target Level 3 tahun 2020 perwakilan: 4
Capaian Triwulan | 0
Capaian Triwulan Il 0
Capaian Triwulan Ill 0
Capaian Triwulan IV 0
Jumlah capaian Level 3 tahun 2020 0

Catatan:
1) Kota Ternate masih akan proses ekspose panel pada perwakilan dan akan diajukan QA ke rendal



Lampiran 2

Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP s.d. Triwulan | Tahun 2020 per Sub Unsur
Pada Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Quality Assurance (QA) Akhir
{balk kedeputian atau setelah QA berjenjang bagl Skor Per Sub Unsur Berdasarkan QA Akhir
Nama K/L/D Perwakilan BPKP)
No. Laporan QA Tanggal n.rﬂua 14 |12 13| 14 | 15|16 | 17 | 18 | 21| 22|31 |32 |33 |34 |35)|36|37|38 |39 |310|311] 41| 42| 51 | 52

) (2) _B) ) B | E o @ @ e an]| | o8| 08| a5 | (e | a7 | (8) | 8y @0) | eu| e | @ | 24) | @5 | @26 | ) | 28) | 29) | 30)

1 |Provinsi Maluku Utara LAP-466/PW337372018 [31/12/2019 3.0000] 011] o11] 041] o11] 011] o011] 011] o11] o3| 03| eor| oo7| oo7] oo7] oor| oor| oo7] oo7] oo7 015] 0.15] 0.23] 0.23]
2 K Halmahera Selatan _.._Pv-mww__j_..___uwa_ﬂc_m 19/09/2018 2.8130] on 0.08] 0.11 011 011] oo08] 008/ 011 0.3 03] 007 005 0.07 0.07] 007] o007 0.07| 009 0.07 0.15] 0.15) 0.15] 023
3_|Kabupaten Halmahera Utara LAP-314/PW33/3/2019 _ |02/10/2019 3.0000] o11] o11] e11] o] o11] o] o41] o] o3| 03] ooz aom 0.07] o0o07] oo7] oo7] oo7] oo7] oo7 0.15] 0.15] 023] 023
4_|Kabupaten Halmahera Timur LAP-123/PW33/3/72019  129/0472018 | 2.7900| oos| oos| 0.11] 015] o11] oos| oos] o11] 03] 03| oo7| oo0s| o007 oor| oo7| oo7] oo7] oo7] oo7 015 015] 023] 015
5__IKabupaten Halmahera Barat LAP-9S/PW33/32019  [09/0472019 29780] o011] o011 o11] o1 o11] o11] 011] o13] 03] 03] oos| oo7] oo7] o0o7| cor] ooc7| o0o?] oo7| oo7 0.15] o0.15] 0.23] o023
6_|Kabupaten Halmahera Tengah LBA-424/PW33372017  [29/122017 20440] 011 o0os| 008] 011] 003] D11| o008 011] 02| 02| oo0s| oo7| oo2| 007 oo7| oo7] oor| 007 o007 005| 005| 015
1_|Kabupaten Kepulauan Sula LAP-121/PW33/3°2019  |29/04/2019 | 24670] 0.08] 008| 008| 011] 004 011] 0o08| 008] 03] 02| 007] 005 o.0r] o007| 007 007] 007] 007] 007 015 _0.1] 023] 015
8 |Kabupaten Pulau Morotai LAP.S6/PW33/372019 _ |09/0472013 26900] 011] o008] 011] 011] 011] oos| oo8] 011] 03] o2 oco7]l oos| cor] oo7] co7] oo7] oo7] 0o07] oo7 0.15] 0.15] 0.15] 223
S |Kabupaten Pulau Taliabu LBA-425/PW333/2017 | 29/1272017 22640] 011] oo8| 008] 0.11] 00s| 0.04]- 0o08] 03] 03] oos| oo7| ooz 007] oc2| 007] cor] 007 007 0.15] 0.15] 0.23]-
10_|Kota Tidore Kepulauan LAP-409/PW333/2019_ [28/11/2019 3.0000] 011 o.:_ 0.11] 011] o011 o011] 041] 011] o3| 03] cor| oo7] oorl oo7| oor| oo7| o.o7] oo7] 007 015] 015 D.B_ 0.23
11_|Kota Ternate LHR-461/PW33/3/2019 [27/12/2018 | 3.1500] 0.11] o0os| o0o08] o011] o011] oos| 011] o11] 03] 02| o.07] oos| oorl oo7] oo7] oor[ oer] oo7l oo7 015] 015 023[ 015]




Analisis Capalan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP s.d. Triwulan | Tahun 2020
Pada Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Lampiran 3a

No Nama KL/D Sub Unsur yang masih rendah Skor A0 Rekomendasi L
1) @) (3) {4) (5) (B) @
1 |Kabupalen Halmahera Selatan Membuat Kebijakan standar kempatensi seluruh 1. Memerintahkan seluruh SKPD sampel untuk

1. Komitmen terhadap kompetensi

jabatan

2. Penyusunan dan penerapan kebijakan
yang sehat tentang pembinaan SDM yang
sehat

Membuat kebijakan yang mengatur pola
pengembangan karir SDM sesuai Perka BKN
Nomor 35 Tahun 2011

3. Perwujudan Peran APIP yang efiekdtif

Membuat pedoman audit yang mendukung
pelaksanaan penugasan serta pedoman
yusunan PKPT barbasis risiko

4. Pembinaan SDM

bukti dokumen sanaan SPIP

5. Pemantauan berkelanjutan

Melengkapi bukti dokumen pendukung tindak lanjut
temuan

mengumpulkan kekurangan dokumen
infrastruktur SPIP

2. Memerintahkan inspektorat memperbaiki
materi dan skor tingkat maturitas SPIP

Kabupaten Haimahera Timur

yang tepat tenatang pembinaan SDM yang

Melengkapi bukti dokumen pelaksanaan SPIP

1. Memerintahkan inspektorat untuk
memperbaiki materi dan skor maturitas dalam
laporan self assessment sesual hasil QA

2. Memerintahkan kepada SKPD untuk

 sehat gkapi dokumen infr ktur SPIP yang
4. Perwujudan peran APIP yang efektif bukti dokumen SPIP masih kurang

5. Pembinaan SDM Melengkapi bukti dokumen pelaksanaan SPIP 3.Memerintahkan inspektorat untuk melakukan
6. Evaluasi terpisah bukti dokumen aan SPIP | nenilaian kemball (reassessment) SPIP

Kabupaten Halmahera Barat

Reviu atas kinerja instansi pemerintah

Melengkapi bukli dokumen pelaksanaan SPIP

Memerintahkan seluruh SKPD untuk
mengumpulkan kekurangan dokumen
infrastruktur SPIP

Kabupaten Halmahera Tengah

1. Pendelegasian wewenang dan tanggung
|awab

Melengkapi bukti dokumen pelaksanaan SPIP

SPIP

SPIP

2. Melengkapi berbagai infrastruktur

1. Mendorong komitmen pimpinan SKPD
dalam penerapan SPIP dilingkungan masing-
masing.

Kabupaten Kepulacan Sula

8. Pembinaan SDM

9. Dokumentasi yang balk atas SPI serta
transaksi atas kejadian i

10, Komunikasi efektif

11. Evaluasi Terpisah

pafral ba (Rafra] b R = frafpara] fes e -

i bukti dokumen sanaan SPIP 1. Memerintahkan inspektorat untuk
kapi bukti dokumen sanaan SPIP perbaiki materi dan skor tingkat maturitas
i bukti dokumen aan SPIP dalam laporan self assessment sesuai hasil
g QA
bukti dok SPIP
Melenghkapi umen pelaksanaan 2 orley SKPD untuk

5. Perwujudan Peran APIP yang efektif bukti dokumen SPIP melengkapi dokumen infrastruktur SPIP yang
6 Hubungan kerja yang baik dengan i bukil = SPIP masih kurang
Instansi Pemerintah terkait “ fiisdesi F 3. Memerintahkan | ktorat untuk mel
7. Analisis Risiko mEmm bukti dokumen pelaksanaan SPIP penilaian kembali (reassessment) SPIP
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Strategi untuk Peningkatan Sub Unsur SPIP yang Masih Rendah s.d. Triwulan | Tahun 2020
Pada Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Lampiran 3b

No Sub Unsur yang masih rendah Penyebab Strategi Perwakilan Realisasi
() (2) (3) (4) (5
1__|Penegakan Integritas dan etika 1. Kurang pemahaman para pimpinan dalam 1. Mendorong Target Level 3 sebagai IKU
2 |Komitmen terhadap Kompetensi mengimplementasikan identifikasi risiko dan Pemda
3 |Kepemimpinan yang kondusif analisis risiko terkait dengan perencanaan 2. Secara berkala menyelenggarakan forum
4 |Penyusunan dan penerapan kebijakan yang |pengawasan pengawasan bagi pimpinan APIP untuk
sehat tentang pembinaan SDM 2. Kurangnya dukungan pimpinan terkait dengan |mempromosikan maturitas pengelenggaraan
5 |Pendelegasian wewenang dan tanggung peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP. |SPIP.
jawab 3. Kurangnya pemahaman pegawai dalam 3. Melakukan monitoring hasil tindak lanjut
6 |Perwujudan Peran APIP yang efektif rangka mewujudkan pengendalian internal yang |bimtek, QA, dan penilaian maturitas
7 |Hubungan kerja yang baik dengan Instansi baik. penyelenggaraan SPIP.
Pemerintah terkait 4. Mendorong Pemda untuk membuat
8 |Analisis Risiko _ - ‘ perkada penyusunan RTP pada setiap
9 |Reviu atas kinerja instansi pemerintah SKPD/OPD
10 |Pembinaan SDM
11 |Pengendalian Fisik Atas aset
12 |Akuntabilitas pencatatan dan sumber daya
13 |Dokumentasi yang baik atas SPI serta
transaksi atas kejadian penting
14 |Komunikasi efekltif
15 _|Pemantauan berkelanjutan
16 |Evaluasi terpisah




Capaian Manajemen Risiko Indeks s.d. Triwulan | Tahun 2020
Pada Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Lampiran 4

Assessment MRI Hasil QA atas Penilaian MRI
Target MRI MRI sebagai
No Nama K/L/D Tahun 2020 KU T = Ket.
. Laporan paian
R ATt Tanggal MR No. Laporan QA Tanggal Capaian MRI
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

NIHIL




Pada Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Penerapan Manajemen Risiko s.d. Triwulan | Tahun 2020

Lampiran 5

Kebijakan Pengelol;alz:::,amjmrﬁ Penilaian swerj F:;;:gulolm Penyusunan Risk Register dan RTP
No el Bama & Total Jm;ff;h ':;:kh: ‘:::l:h Jumiah Risiko| , ian| = % | monitoring | RR
i 0 um onitori dan RTP
e yomor Feriutan Tanggal P::‘:;or;n Tanggal Satker | Menyusun = Strategis | Strategis W RTP Re;i':.as "IRR dan RTP| dimutakhirkan
RR A& RTP KA/D | Satker KIL/D

(1) 2) (3) (4) (5) (6) 4] (8) {9) (10) {11) (12 (13) (14) (15) (16)
1__|Provinsi Maluku Utara Pergub No 21 Tahun 2014 20/09/2014 42 10 24% 10 10

2 |Kabupaten Halmahera Selatan Perkada No 5 Tahun 2018 23/02/2018 46 1 24% 1 1

3 |Kabupaten Halmahera Utara Perbup No 7 Tahun 2012 03/09/2012 49 10 20% 10 10

4 |Kabupaten Halmahera Timur Perbup No 11 Tahun 2018 19/09/2018 47 :] 17% ] 8

5 |Kabupaten Halmahera Barat Perbup No 13.B Tahun 2018 09/04/2018 34 1 32% 11 11

6 |Kabupaten Halmahera Tengah

7__|Kabupaten Kepulauan Sula

8 |Kabupaten Pulau Morotai Perbup No 10 Tahun 2012 08/08/2012 a3 7 21% 7 7

9 |Kabupaten Pulau Taliabu

10 |Kota Tidore Kepulauan Perwali No 15 Tahun 2011 05/05/2011 36 10 28% 10 10

11 |Kota Ternate Perwali No 75 Tahun 2017 27/12/2017 40 8 20% 8 8




Realisasi Penugasan Pembinaan SPIP dan MR s.d. Triwulan | Tahun 2020

Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Lampiran 6

SoTan SHAt T CAporan lisasi | Sumbe Tindak
No. | Tema Pengawasan .._t:.._“m No. Nama Penugasan HP|  Status UMM“ nmvuu__ M_.n_.,_.u_. Atensi _.Ma”n
Nomor Tanggal Penugasan Nomor Tanggal
sy | i) (3 (4) (5) (6) ] (8) (8) (10) an (12) (13) (14) (15)
I. |PEMBINAAN SPIP 1 1 |Bimbingan Teknis Penilaian ST-T0/PW33/3/2020 31/01/2020| 35 LK LBA-38/PW33/3/2020 | 13/03/2020 11,477,000 APBN
Mandiri Maturitas SPIP pada
Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2020
I. |PEMBINAAN MR 1 1 |Bimbingan Teknis Penilaian ST-103/PW33/3/2020 17/02/2020 21 LK LBA-69/PW33/3/2020 | 13/03/2020 | 6,300,000 APBN
Risiko pada Pemerintah Provinsi
Maluku Utara




Sumber Daya Keuangan, SDM, dan Kegiatan Pembinaan SPIP dan Manajemen Risiko (Bimtek dan QA)
Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Lampiran 7

A. SUMBER DAYA KEUANGAN (ANGGARAN) TW1
1 Total Anggaran Perwakilan BPKP Maluku Utara 2020 (Rp) 28,052 ,859,000
2 Anggaran Kegiatan Pembinaan SPIP dan Manajemen Risiko pada Perwakilan BPKP Maluku Utara 2020 (Rp) 236,411,700
3 % Anggaran kegiatan Pembinaan SPIP dan MR thd Total Anggaran 2020 ((2) dibanding (1)) 0.84%
Realisasi Anggaran Pembinaan SPIP dan MR Triwulan Ini
8 - DIPABPKP (Rp) 17,777,000
9 - Bantuan Kedinasan (Rp) -
10 - Total (Rp) 17,777,000
11 % Realisasi thd Anggaran Pembinaan SPIP dan MR tahun 2020 ((10) dibanding (2)) 7.52%
Realisasi Anggaran Pembinaan SPIP dan MR s.d. Triwulan Ini
12 - DIPA BPKP (Rp) 17,777,000
13 - Bantuan Kedinasan (Rp) =
14 - Total (Rp) 17,777,000
15 % Realisasi s.d. Tw ini thd Anggaran Pembinaan SPIP dan MR tahun 2020 ((14) dibanding (2)) 7.52%
B. SUMBER DAYA MANUSIA
1 Jumlah seluruh SDM Perwakilan (orang) 80
2 Jumlah SDM yang menangani Pembinaan SPIP dan MR (orang) 10
3 Jumiah HP tersediatahun (HP) untuk Pembinaan SPIP dan MR 1,260
Realisasi Penggunaan HP
4 Triwulan ini (HP) 56
5 s.d. triwulan ini (HP) 56
C. KEGIATAN PEMBINAAN SPIP DAN MR (BIMTEK DAN QA)
Kegiatan Pembinaan Triwulan Ini Kumulatif s.d. Triwulan Ini
Surat Tugas Biaya (Rp) Biaya (Rp)
No Nama K/IL/D Sumber Dana JML BANTUAN
JENIS KEGIATAN |\ 0 o ool ST IML P tim DIPA BPKP Bantuan | yogjatan | JMLHP | DIPA BPKP | on\pcaN
(Bimtek/QA) (Rp) Kedinasan (Rp) (Rp)
{Rn)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) ) (8) 9 (10) (11)
1 |Kabupaten Halmahera Barat Bimtek ST-70/PW33/3/2020, 35 11,477,000 1 35 11,477,000
tanggal 31 Januari 2020
2 |Provinsi Maluku Utara Bimtek ST-103/PW33/3/2020, 21 6,300,000 1 21 6,300,000
tanggal 17 Februar 2020
Jumlah 56 17,777,000 2 56 17,777,000
Catatan:

Realisasi anggaran Triwulan ini (AB) dan (A9) harus sesual dengan tabel C kolom (6) dan (7).
Realisasi anggaran s.d. Triwulan ini (A12) dan (A13) harus sesuai dengan tabel C kolom (10) dan (11).
Realisasi penggunaan HP Triwulan Ini (B4) harus sesuai dengan tabel C kolom (5).

Realisasi penggunaan HP Triwulan ini (B5) harus sesual dengan tabel C kolom (9).




Peta Kompetensi SDM di Bidang Pembinaan SPIP dan MR
Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Lampiran 8

Kegiatan yang Diikuti Spesialisasi Kebutuhan

N A Redaal NE Jabatan’ [ Dikiat] BimteK | Workehop [ SeriiiasT [ eangan Keahlian | _Diklat/Sertifikasi
1 @ @) @ G 0 @ 0) © (10) an

1 Touslama Onisimus Adoe 19750408 129502 1001  |Koorwas APD 1 1 1] Diklat SPIP, Workshop SPIP dan MR. Sertifikasi CRMP SPIP dan MR

2__|Dwito Santoso 19671026 188803 1 001 |Auditor Madva 1 1 Diklat SPIP dan Workshop MR SPIP dan MR

3 |Rizal mm wlm_umgmb 19890624 201402 1 003 Auditor Muda SPIP dan MR Diklat SPIP dan Diklat MR
4 |Peres Gustu 19910806 201402 1 002 | Audiitor Pertama 1 Dikiat MR SPIP dan MR Diklat SPIP

5 |Ahmad Daud 19900920 201210 1 001 |Audiitor Pertama 1 Workshop MR SPIP dan MR Diklat SPIP

6 19900311 201210 1 001 Audiitor Pertama 1 Diklat PIBR SPIP dan MR Diklat SPIP

F 19921207 201902 1 003 |Audiitor Pertama 1 Workshop MR SPIP dan MR Dikiat SPIP

8 |Giantari Perdana Rintar 18950324 201801 2 002 |Auditor Pelaksana SPIP dan MR Diklat SPIP dan Diklat MR
9 |Wildan Aziz Maulana 19961018 201801 1002 |Auditor Pelaksana SPIP dan MR Diklat SPIP dan Diklat MR
10 [Musthafa Kamal Ainurrizal 19960919 201801 1 003  |Auditor Pelaksana SPIP dan MR O.I—VW... SPIP dan Diklat MR




Lampiran 9

Penggunaan Aplikasi dalam Mendukung Penyelenggaraan SPIP s.d. Triwulan | Tahun 2020
Pada Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Proses Assessment Maturitas Pmn
Penyelenggaraan Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasl Hasil Aplikasi Aplikas|
Nama KIL/D Aplikasl Perencanaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan | Pengelolaan S Pengelolaan | Pelayanan
Menggunakan | .. Jika Tidak Keuangan Aset Kepegawalan | SAKIP/Monev | Kearsipan AP' EIP""; '“o" = Risk Publik
Aplikasi E-SPIP L
() (2) (3) 4) (5) (6) {7) (8) (8) (10) an (12) (13)
1 |Provinsi Maluku Utara Ya SIMDA Perencanaan | SIMDA Keuangan |SIMDA BMD _ |SIMPEG
2 |Kabupaten Halmahera Selatan Ya SIMDA Perencanaan  |SIMDA Keuangan |SIMDA BMD SIMPEG
3 |Kabupaten Halmahera Utara Ya SIMDA Perencanaan  |SIMDA Keuangan [SIMDA BMD  |SIMPEG
4 |Kabupaten Halmahera Timur Ya SIMDA Perencanaan  |SIMDA Keuangan [SIMDABMD |SIMPEG
5 |Kabupaten Halmahera Barat Ya SIMDA Perencanaan |SIMDA Keuangan |SIMDA BMD SIMPEG
6 |Kabupaten Halmahera Tengah Tidak Belum sosialisasi SIMDA Perencanaan |SIMDA Keuangan |SIMDA BMD SIMPEG
7 |Kabupaten Kepulauan Sula Ya SIMDA Perencanaan  |SIMDA Keuangan |SIMDA BMD |SIMPEG
8 |Kabupaten Pulau Morotai Ya SIMDA Perencanaan  |SIMDA Keuangan |SIMDA BMD SIMPEG
9 |Kabupaten Pulau Taliabu Tidak Keterbatasan jaringan  |SIMDA Perencanaan  |SIMDA Keuangan |SIMDABMD |SIMPEG
10 | Kota Tidore Kepulauan Ya SIMPEG
11 |Kota Ternate Ya SIMDA Perencanaan SIMDA Keuangan |SIMDA BMD SIMPEG




Capaian dan Permasalahan Indikator Governance sampai dengan Triwulan | Tahun 2020
Pada Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Lampiran 10

o o LPPD
o G Level Kapabilitas APIP Opini LK LAKIP (Khusus Pemda) Penghagaan yang
- — Pernah Diterima
Level goiasalatian Penc:g;;an Lovetiiapabylita Opini Permasalahan/Temuan| Nilai|Permasalahan SAKIP| Skor hsalahan Utama dalam
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 [Provinsi Maluku Utara 3 Sampai dengan bulan Sampai dengan Sampai dengan bulan
2 |Kabupaten Halmahera Selatan 3 April 2020 belum ada bulan April 2020 April 2020 belum
3 |Kabupaten Halmahera Utara 2 Plus (- Terbatasnya jumlah dan kapabilitas SDM APIP Opini LKPD 2019 dari belum disampaikan disampaikan LPPD_
BPK LAKIP 2019 ke 2019 ke Kemendagril
2 Plus |- Terbatasnya jumlah dan kapabilitas SDM APIP Kemenpan RB Gubernur
Kabupaten Halmahera Timur - Kurangnya komitmen dan dukungan Pemda
4
2 Plus |- Terbatasnya jumlah dan kapabilitas SDM APIP
5 |Kabupaten Halmahera Barat - Kurangnya komitmen dan dukungan Pemda
2 Plus |- Terbatasnya jumlah dan kapabilitas SDM APIP
Kabupaten Halmahera Tengah - Kurangnya komitmen dan dukungan Pemda
6
2 Plus |- Terbatasnya jumlah dan kapabilitas SDM APIP
7 |Kabupaten Kepulauan Sula - Kurangnya komitmen dan dukungan Pemda
2 |- Terbatasnya jumlah dan kapabilitas SDM APIP
Kabupaten Pulau Morotai - Kurangnya komitmen dan dukungan Pemda
8
1 |- Terbatasnya jumlah dan kapabilitas SDM APIP
8 |Kabupaten Pulau Taliabu - Kurangnya komitmen dan dukungan Pemda
10 |Kota Tidore Kepulauan 3
11 |Kota Ternate 3




